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Dampak Krisis Ekonomi Dan Moneter   

Terhadap Pendidikan 

 Dr. Boediono 
(Kepala Balitbang Dikbud) 

 

 

risis ekonomi dan moneter 1997 yang 

kita alami sekarang ini bersifat  

khusus karena dialami oleh berbagai 

negara ASEAN dalam waktu yang sama. Di 

samping itu terjadi juga perubahan cuaca, El 

Nino yang menyebabkan musim kering 

bertambah panjang. Pada saat yang sama terjadi 

kebakaran hutan di beberapa pulau seperti 

Sumatera, Kalimantan dan bagian timur 

Indonesia lainnya yang berlangsung berbulan-

bulan.  

Krisis ekonomi dan moneter mengakibat-

kan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ini 

mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap 

barang dan jasa pun menurun. Daya beli ter-

hadap pelayanan pen-didikan juga ikut menurun, 

sebab orang tua murid berkurang kemampuan-

nya untuk menye-kolahkan anak-anaknya. 

Di pihak lain, krisis ekonomi dan moneter 

menyebabkan biaya produksi meningkat. Biaya 

pemeliharaan dan penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan menjadi semakin tinggi. Tingginya 

biaya penyelenggaraan pendidikan ini menyebab-

kan pengelolaan pelayanan pendidikan menjadi 

lebih sulit. 

Gambaran pesimis dampak krisis ekonomi 

dan moneter terhadap pendidikan dapat 

didramatisir sebagai berikut: Angka Partisipasi 

Kasar (APK) yang selama ini meningkat dari 

tahun ke tahun, kemungkinan menurun pada 

tahun mendatang. Jumlah putus sekolah dan 

siswa yang tidak bisa meneruskan ke tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan bertambah. 

Semangat kerja guru, kepala sekolah, dan staf 

administrasi bisa jadi kemungkinan menurun, 

sehingga mutu pendidikan dan pengelolaan 

penyelenggaraan juga akan terpengaruh. 

Keadaan ini bisa diperburuk lagi dengan 

menurunnya partisipasi masyarakat terhadap 

pendidikan. Sedangkan akibat lainnya, ke-

mungkinan bertambah seriusnya permasalahan 

gizi bagi anak sekolah. Di samping itu, pekerja 

kanak-kanak (child labour) akan menjadi per-

masalahan yang menonjol. Gambaran tersebut 

mungkin dapat dilihat secara jelas dalam 

masyarakat dengan tingkat pendapatan pas-

pasan atau tingkat pendidikan yang lebih rendah. 

Meskipun demikian, proses pendidikan 

harus berjalan terus. Berbagai upaya harus 

dilakukan agar gambaran pendidikan yang 

pesimis tersebut tidak menjadi kenyataan. Bukan 

hanya masa depan yang perlu diperhatikan, 

tetapi juga transisi menuju masa depan itu 

sendiri harus dijalankan secara cerdik, sistema-

tis, dan cermat. 

Perhitungan dan penyesuaian baru akibat 

kenaikan harga dan biaya produksi harus dilaku-

kan. Transisi menuju keadaan harga keseim-

bangan baru dan biaya produksi harus dilaku-

kan. Di pihak lain, pengelolaan pendidikan dan 

pengelolaan sekolah dalam masa transisi 

sekarang ini tidak dapat dikerjakan hanya dengan 

melipatgandakan cara-cara pengelolaan lama. 

Cara pengelolaan baru yang mungkin belum 

pernah terpikirkan sebelumnya harus ditemukan 

dan dijalankan. 

K 
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Pengalaman Kesulitan Ekonomi 1980-an 

terhadap Pendidikan 

Pada tahun 1978 dan 1983, Indonesia 

pernah mengalami peristiwa kesulitan ekonomi, 

dan disusul kemudian pada tahun 1986. Kesuli-

tan ekonomi tahun 1986 ini dibarengi dengan 

musim kemarau panjang. 

Kesulitan-kesulitan ekonomi itu tidak 

menyebabkan tingkat upah turun hingga tahun 

1986 (lihat grafik 1) Tingkat upah pedesaan dan 

tingkat upah perkotaan meningkat hingga tahun 

1986. 

Tingkat upah pedesaan menurun tajam 

dan upah perkotaan juga menurun menjelang 

tahun 1987. Tingkat upah pedesaan membaik 

sedikit kemudian menurun terus; sementara itu 

tingkat upah perkotaan juga menurun meskipun 

kemudian membaik sedikit hingga tahun 1990.. 

Tingkat upah perkotaan dan pedesaan meningkat 

lagi sejak tahun 1990. 
Dengan demikian, kesulitan ekonomi pada 

tahun 1980-an tidak menyebabkan tingkat upah 
turun hingga tahun 1986. Tingkat upah mening-
kat terus hingga tahun 1986. Tingkat upah 
tersebut menurun menjelang tahun 1987. Pada 
tahun 1990, tingkat upah tersebut mulai mening-
kat lagi. 

Grafik 1  Tingkat Upah, Pengeluaran Rumah Tangga, dan   

Poverty Incidence, Indonesia, 1981-1994. 

 

APK SD + MI ( Angka Partisipasi Kasar 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ) tetap 

konstan dalam peiode tahun 1980-an. Kesulitan 

ekonomi tahun 1980-an yang mengakibatkan 

tingkat upah perkotaan dan pedesaan menurun 

ternyata hanya menyebabkan jumlah siswa SD + 

MI menurun sangat sedikit (dari 30,0 juta men-

jadi 29,4 juta pada tahun 1988/89) karena jum-

lah siswa SD + MI meningkat lagi menjadi 29,6 

juta pada tahun berikutnya.  

Meskipun siswa SD + MI menjadi stabil 

pada jumlah sekitar 29 juta siswa sejak tahun 

1984/85 hingga 1997/98, mereka yang terkena 

dampak kesulitan ekonomi agaknya telah digan-

tikan oleh mereka yang tidak terkena dampak 

kesulitan ekonomi. Hal ini terjadi karena SD + 

MI telah dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat dari yang paling miskin hingga yang 

paling kaya. (lihat grafik 3). 

 

 



Boediono, Dampak Krisis  No. 4/XVII/1998 

Mimbar Pendidikan 
6 

Grafik II. Angka Partisipasi Kasar, Indonesia 1981/82 - 1994/95 

 

Grafik 3.  

Angka Partisipasi Kasar Menurut Quintile Pengeluaran Per Kapita 

 

Menggunakan data IFLS (Indonesian 
Family Life Survey) dapat diamati bahwa jumlah 
siswa SD yang berkurang adalah mereka yang 
termasuk dalam lapisan masyarakat paling 
miskin dan lapisan miskin. Data IFLS ini 

menunjukkan bahwa 82% lapisan masyarakat 
paling miskin dan 94% lapisan masyarakat 
miskin adalah lapisan masyarakat yang mem-
punyai kemampuan mengirim anak mereka ke 
SD. Karena pendapatan mereka yang termasuk 
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dalam lapisan masyarakat sangat miskin dan 
lapisan masyarakat miskin turun, maka mereka 
tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya 
masuk SD. Timbulnya kesulitan ekonomi 
menyebabkan penghasilan orang tua murid turun 
nilainya, sehingga mereka tidak mampu lagi 
menyekolahkan anak-anaknya. 

Tetapi, mengingat jumlah siswa SD + MI 
stabil dalam periode itu, maka dapat diduga 
bahwa jumlah mereka yang putus sekolah dan 
tidak melanjutkan dari sesuatu lapisan 
masyarakat dikompensasikan dalam jumlah yang 
sama dari lapisan masyarakat lainnya. Atau, 
jumlah putus sekolah dan tidak melanjutkan 
suatu kelompok usia tertentu digantikan oleh 
sejumlah yang sama dari kelompok usia yang 
berbeda. Hal ini dapat terjadi karena SD dan MI 
sudah dinikmati seluruh lapisan masyarakat. 
Oleh karena itu, kesulitan ekonomi tahun 1980-
an tidak dapat dilihat pengaruhnya terhadap 
jumlah total siswa SD dan MI, karena tercermin 
dalam pergeseran antar jumlah kelompok usia. 
Meskipun demikian, jumlah putus sekolah dan 
tidak dapat melanjutkan masing-masing masih 
sekitar 1 juta anak. 

APK SLTP + MTs masih menunjukkan 
gejala meningkat hingga tahun 1987/88, sejalan 
dengan meningkatnya tingkat upah (hubungkan 
grafik 1 dengan grafik 2). Pada saat tingkat upah 
menurun, maka APK SLTP + MTs juga menu-
run satu tahun kemudian. Penurunan APK SLTP 
+ MTs ini berlangsung terus hingga tahun 
1992/93. APK tersebut mulai menunjukkan 
peningkatan sejak tahun itu sedangkan tingkat 
upah sudah mulai meningkat lagi sejak tahun 
1990. Dengan demikian memerlukan waktu dua 
tahun setelah tingkat upah menaik, maka APK 
SLTP + MTs mulai meningkat lagi. 

Jumlah siswa SLTP + MTs mulai menu-
run pada tahun 1988/1989, dari 7,4 juta siswa 
menjadi 6,9 juta siswa pada tahun 1989/90. 
Jumlah siswa tersebut terus menurun dan keli-
hatan mulai meningkat lagi pada tahun 
1992/1993 ketika tingkat upah pedesaan mulai 
naik pada tahun 1990, dari 6,7 juta siswa men-
jadi 7,2 juta siswa pada tahun 1993/1994. 

APK SLTA + MA juga mengikuti pola 
yang serupa dengan APK SLTP + MTs. APK 

SLTA + MA menurun dalam magnitude yang 
lebih kecil. Gejala ini dapat dipahami karena 
siswa yang menikmati pendidikan SLTA + MA 
kebanyakan berasal dari keluarga paling kaya 
(sekitar 70%) dan hanya sedikit (sekitar 17%) 
berasal dari keluarga yang paling miskin  

Secara ringkas, pengalaman kesulitan 
ekonomi pada tahun 1980-an menyebabkan 
tingkat upah turun dan APK SLTP + MTs dan 
APK SLTA + MA juga menurun satu tahun 
kemudian. Jumlah siswa SLTP + MTs dan APK 
SLTA + MA juga menurun dalam periode itu. 
Memerlukan waktu dua tahun sebelum kenaikan 
upah itu meningkatkan APK SLTP + MTs dan 
SMU + MA; demikian juga kenaikan siswanya. 
APK SD + MI tidak kelihatan terpengaruh oleh 
naik turunnya tingkat upah tersebut karena 
jumlah siswa SD +MI telah mencapai titik jenuh, 
yaitu sepadan dengan jumlah penduduk usia 
sekolahnya, dan hampir semua lapisan 
masyarakat dari yang berpenghasilan paling 
rendah hingga paling tinggi telah dapat menik-
mati sekolah SD + MI. 

Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter 
1997 terhadap Pemerataan Pendidikan 

Krisis ekonomi dan moneter telah menye-
babkan tingkat kesejahteraan masyarakat turun. 
Tingkat kesejahteraan hidup atau pendapatan per 
kapita sebesar US $1.080 pada saat nilai tukar 
dolar terhadap rupiah masih Rp.2.350. Pada saat 
nilai tukar berubah menjadi sebesar Rp.5.000, 
maka pendapatan per kapita riil turun menjadi 
US $508. Untuk memperoleh satu US dollar 
yang sama diperlukan jumlah rupiah lebih 
banyak. 

Krisis ekonomi dan moneter ini menye-
babkan penghasilan orang tua menurun. Bahkan 
banyak orang tua yang kehilangan pekeaannya. 
 Penghasilan yang menurun ini menye-
babkan kemampuan untuk memberikan pendidi-
kan menjadi menurun. Kebutuhan primer 
(pangan, papan, dan pakaian) akan lebih me-
nonjol daripada kebutuhan pendidikan. Di pihak 
lain krisis ini juga menyebabkan biaya produksi 
meningkat. Biaya penyelenggaraan pendidikan 
menjadi semakin mahal. Pengelolaan sekolah 
menjadi semakin rumit, karena dihadapkan 
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dengan jumlah dana pengelolaan sekolah yang 
berkurang. 

Pengalaman tahun 1980-an menunjuk-
kan bahwa kesulitan ekonomi yang menyebabkan 
turunnya tingkat upah mengakibatkan turunnya 
jumlah siswa SLTP + MTs dan siswa SMU + 
MA. Selain itu, diperlukan waktu dua tahun 
sebelum jumlah siswa SLTP + MTs dan SMU + 
MA itu meningkat setelah terjadi kenaikan 
tingkat upah. 

Krisis ekonomi dan moneter 1997 yang 
disertai dengan bencana musim kemarau yang 
panjang dan bencana kebakaran hutan, diduga 
akan menimbulkan kecenderungan turunnya 
tingkat upah ke tingkat yang lebih rendah dari-
pada kesulitan ekonomi tahun 1980-an. Ke-
cenderungan ini akan mengakibatkan turunnya 
jumlah siswa SLTP + MTs dan SMU + MA. 

Apabila wajib belajar pendidikan dasar 9 
tahun ini harus diselesaikan dalam Repelita VII 

dan menggunakan pengalaman kesulitan 
ekonomi tahun 1980-an sebagai dasar acuan, 
maka salah satu skenario yang diamati dapat 
terjadi adalah sebagai berikut : 

APK SLTP+MTs, yang tumbuh dengan 
rata-rata 4,64% pertahun akan menurun. Penu-
runan juga terjadi pada APK SMU+MA, yang 
tumbuh rata-rata 2,83% pertahun dalam periode 
yang sama. Jumlah siswa SLTP+MTs yang 
bertambah sejumlah 621.947 siswa per-tahun 
juga akan menurun. Demikian juga siswa 
SMU+MA yang bertambah sejumlah rata-rata 
377.519 siswa per tahun juga akan berkurang. 
Kecenderungan penurunan ini diperkirakan akan 
terjadi sejak tahun 1998 hingga sekitar tahun 
2000. Setelah tahun itu secara perlahan jumlah 
siswa tersebut cenderung meningkat, sehingga 
kemudian pada tahun 2003 jumlah siswa akan 
berada pada posisi sekitar seperti yang terjadi 
pada tahun 1997 (lihat grafik 4) 

Grafik 4.  Perkembangan dan Proyeksi Angka Partisipasi Kasar SD+MI, SLTP+MTs, 

dan SMU+MA. 

 

Krisis ekonomi tahun 1997 ini 
pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia lebih mendalam di-
bandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, 
karena krisis 1997 dibarengi juga dengan ben-
cana alam musim kering yang panjang dan 
bencana kebakaran hutan yang berlarut-larut. 
Kecenderungan turunnya APK SLTP+MTs dan 

APK SLTA+MA, serta meningkatnya putus 
sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah, di 
masa depan seperti diuraikan di atas harus 
diubah melalui berbagai intervensi kebijaksanaan 
pendidikan. Satu dan lainnya berkaitan pula 
dengan upaya penuntasan program wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun yang menjadi amanat 
GBHN 1993 dan 1998. 
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Dampak Krisis terhadap Berbagai 
Lapisan Masyarakat. 

Lapisan masyarakat yang menderita aki-
bat turunnya penghasilan orang tua murid ter-
sebut dapat diamati sebagai berikut. Pada sumbu 
horisontal menunjukkan kemampuan ekonomi 
dan sumbu vertikal menunjukkan aspirasi pen-
didikan. Dengan demikian dapat dilihat adanya 
empat kuadran yang menunjukkan kelompok 
masyarakat dengan kemampuan ekonomi ter-
tentu dan aspirasi pendidikan tertentu. 

Secara khusus dampak krisis ekonomi dan 
moneter dapat dilihat pada masyarakat yang 
termasuk dalam kelompok : (1) kemampuan 
ekonomi rendah dengan aspirasi pendidikan 
rendah; (2) kemampuan ekonomi rendah dengan 
aspirasi pendidikan tinggi; (3) kemampuan 
ekonomi tinggi dengan aspirasi pendidikan 
tinggi; dan (4) kemampuan ekonomi tinggi 
dengan aspirasi pendidikan tinggi. 

Gambar 1  

Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter terhadap Pendidikan 
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Kemampuan Ekonomi 
Krisis ekonomi dan moneter mengubah 

proporsi empat kelompok tersebut. Proporsi 
kelompok 1 (kemampuan ekonomi rendah 
dengan aspirasi pendidikan rendah) akan se-
makin membesar. Pergeseran ini terjadi karena 
proporsi kelompok 2 (kemampuan ekonomi 
rendah dengan aspirasi pendidikan tinggi) teran-
cam makin berkurang dan menggeser memper-
besar jumlah kelompok 1. Proporsi kelompok 3 
(kemampuan ekonomi tinggi dengan aspirasi 
pendidikan rendah) akan semakin berkurang dan 
menggeser memperbesar kelompok 1. Bahkan 
kelompok 4 (kemampuan ekonomi tinggi dengan 

aspirasi pendidikan tinggi) pinggiran akan 
semakin berkurang dan bergeser memperbesar 
kelompok 1. 

Kemampuan menyekolahkan kelompok 1, 
sangat rentan atas dampak krisis moneter. 
Keadaan ini bisa dipahami karena struktur 
pengeluaran mereka sebagian besar adalah untuk 
memenuhi kebutuhan primer. Hanya sebagian 
kecil pengeluaran mereka yang dipergunakan 
untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti 
untuk membiayai pendidikan. Oleh karena itu, 
begitu penghasilan mereka menurun atau bahkan 
hilang, maka pengeluaran untuk pembiayaan 
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pendidikan akan dikurangi, atau bahkan dihenti-
kan. Lebih dari itu, bagi kelompok 1, penurunan 
dan hilangnya pendapatan keluarga akan meng-
gerakkan mereka untuk mengarahkan kegiatan 
anak guna sesuatu kegiatan produktif bagi 
keluarga, daripada mengirim mereka ke sekolah. 
Kecenderungan ini bisa terjadi apabila angka 
putus sekolah atau drop out (DO) sebagian 
besar dari kelompok 1 meningkat. 

Untuk membendung terjadinya DO besar-
besaran, diperlukan adanya kebijakan khusus 
dan cepat. Di bidang sosial ekonomi ke-
masyarakatan pengembangan proyek-proyek 
padat karya merupakan salah satu alternatif 
yang sangat diharapkan. Di bidang pendidikan, 
pengembangan dan penambahan program-pro-
gram beasiswa dapat merupakan katup penahan 
terjadinya gelombang DO. 

 Bagi kelompok 2, dampak krisis moneter 
mirip sebagaimana kelompok 1. Kelompok ini 
akan mengalami penurunan pendapatan atau 
bahkan hilang, yang menyebabkan mereka tidak 
lagi memiliki uang untuk membiayai anak-
anaknya. Hanya dikarenakan mereka memiliki 
aspirasi pendidikan tinggi, mereka tidak lantas 
DO, melainkan mereka berupaya memper-
tahankan anak-anak mereka tetap bersekolah. 
Tetapi, upaya mempertahankan sekolah ini ada 
batasnya, karena itu ancaman DO besar-besaran 
pun membayangi kelompok ini. Jika mereka 
dihadapkan pada pilihan antara anak 
meneruskan sekolah ke jenjang sekolah yang 
lebih tinggi atau tidak sekolah dulu, mereka akan 
cenderung memilih yang kedua karena ketidak-
mampuan menyediakan biaya. 

Kebijakan yang diperlukan untuk kelom-
pok dua ini adalah membebaskan siswa dari 
segenap beban biaya pendidikan, baik SPP, BP3, 
maupun untuk buku dan seragam. Di samping 
pemberian beasiswa, upaya pembebasan biaya 
sekolah bisa lewat pendayagunaan kemampuan 
sekolah sendiri dengan meningkatkan solidaritas 
sosial di lingkungan sekolah. Keluarga yang 
relatif mampu diminta untuk membantu keluarga 
yang relatif miskin. Sudah barang tentu hal ini 
hanya mungkin untuk sekolah-sekolah yang 
berada di daerah-daerah yang relatif makmur. 

Bagi kelompok 3, warga masyarakat yang 
memiliki pendapatan relatif tinggi tetapi memiliki 
aspirasi pendidikan yang rendah, dampak krisis 
moneter secara relatif tidak terlalu terasa. Pen-
dapatan kelompok ini juga akan menurun atau 
bahkan hilang, tetapi apa yang dimiliki masih 
dapat menopang kehidupannya dengan baik 
dalam waktu yang relatif lama. Demikian pula, 
pola konsumsi primer dan sekunder, bukan 
merupakan masalah bagi kelompok ini. Namun, 
karena aspirasi pendidikan mereka ini rendah, 
kenaikan biaya pendidikan bagi mereka akan 
menekan kemauan dan semangat menyekolahkan 
anak-anaknya. Terutama, biaya pada jenjang 
pendidikan menengah dan tinggi. 

Kebijakan yang diperlukan agar kelompok 
3 ini tetap mempertahankan anak-anaknya di 
sekolah atau agar melanjutkan sekolah ke jenjang 
yang lebih tinggi adalah menunda kenaikan uang 
sekolah dan iuran sekolah yang lain. Sampai 
batas waktu tertentu yang diperkirakan gejolak 
ekonomi dapat dikendalikan, maka segala kebi-
jakan untuk menaikkan biaya sekolah perlu 
dipertimbangkan masak-masak. 

Bagi kelompok 4, warga masyarakat yang 
mempunyai kemampuan ekonomi tinggi dan 
aspirasi pendidikan tinggi, dampak krisis 
moneter tidak nampak. Artinya, kemauan dan 
kemampuan mereka menyekolahkan anak-
anaknya tidak akan terganggu. Kemampuan 
ekonomi mereka bahkan harus bisa dimanfaat-
kan bagi yang lain. Oleh karena itu, kebijakan 
yang diperlukan untuk kelompok ini adalah 
mendorong mereka agar aktif membantu siswa 
yang tidak mampu, terutama yang ada di sekolah 
masing-masing. 

Secara ringkas, krisis ekonomi dan 

moneter 1997 dibarengi musim kemarau panjang 

dan kebakaran hutan diderita oleh seluruh 

lapisan masyarakat, terutama lapisan 

masyarakat paling miskin dan berpendapatan 

pas-pasan (marginal). Bahkan kelompok miskin 

dan marginal ini semakin bertambah. Terutama 

dalam lapisan masyarakat yang aspirasi pendidi-

kan mereka terganggu oleh krisis dan bencana 

alam.  
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Dampak Krisis terhadap Pembiayaan 

Pendidikan 

Turunnya nilai tukar rupiah terhadap US 
dollar telah menimbulkan kenaikan harga barang 
dan jasa, termasuk bahan-bahan yang diperlukan 
untuk memperlancar proses pendidikan. 
Pengadaan bangunan sekolah dan peralatan 
laboratorium menjadi mahal. Jasa penataran 
yang dilakukan dalam pendidikan, seperti pena-
taran guru dan kepala sekolah, dilaksanakan 
dengan harga satuan yang tinggi.  

Kenaikan harga tersebut telah menyebab-
kan nilai riil alokasi dana yang diterima dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) menurun dibandingkan dengan nilainya 
pada tahun sebelumnya. Berbagai penyesuaian, 
seperti penyesuaian jumlah sasaran dan harga 
satuan, harus dilakukan sehubungan dengan 
turunnya nilai rupiah yang dialokasikan untuk 
pendidikan. 

Sebaiknya dana pendidikan yang diterima 
dari pinjaman (loan) maupun hibah (grant) 
mempunyai komponen US dollar di samping 
Rupiah Murni. Komponen US dollar dari pinja-
man dan hibah akan meningkat nilainya sejalan 
dengan kenaikkan nilai tukar rupiah terhadap US 
dollar tersebut sehingga akan didapat jumlah 
rupiah yang lebih besar  

Secara ringkas, krisis ekonomi dan 
moneter menyebabkan nilai riil dana yang 
diterima untuk pendidikan yang bersumber dari 
dana rupiah murni akan menurun.. Di pihak lain, 
nilai rupiah riil dari dana pinjaman atau hibah 
yang berupa US dollar seolah-olah meningkat. 
Tingkat keseimbangan harga baru, yang ber-
beda dengan tingkat keseimbangan harga lama, 
akan terbentuk. Di samping itu, tingkat keseim-
bangan perhitungan biaya baru juga akan 
timbul. Pembiayaan pendidikan harus disesuai-
kan dengan harga dan biaya keseimbangan 
baru. 

Dampak Krisis terhadap Peningkatan 
Mutu Pendidikan 

Program peningkatan mutu pendidikan, 
meskipun lambat, namun selama ini telah 
menunjukkan hasil (lihat tabel 1). Jumlah SMP 
yang dapat dikategorikan bermutu baik semakin 
meningkat dan sebaliknya jumlah sekolah yang 
bermutu tidak baik semakin susut. Di samping 
itu, khususnya untuk jenjang SLTP sudah terda-
pat kenaikan angka NEM, meskipun angka 
kenaikan masih rendah dan berbeda di antara 
satu propinsi dengan propinsi lainnya. 

Tabel 1.  Persentase Klasifikasi Mutu SMP Berdasarkan NEM Rata-rata 1994/95 dan 

1995/96 

 1994/1995 1995/1996 

 Jumlah Persen Jumlah  Persen 

Baik Sekali (> 7,5) 

Baik (6,5 - 7,5) 

Sedang (5,5 - 6,5) 

Kurang (4,5 - 5,5) 

Kurang Sekali (< 4,5) 

 47 0,3 

 563  3,3 

3,069  18,0 

6,906  40,6 

6,430  37,8 

 110  0,7 

 1,269  8,3 

 4,406  28,9 

6,939  45,5 

2,514  16,5 

Total 17,051  100,0 15,238  100,0 

Sumber : Pusat Pengujian, Balitbang Dikbud, Jakarta 1997 

 

Krisis moneter akan berdampak terhadap 

mutu pendidikan tersebut. Mutu pendidikan 

ditentukan antara lain oleh kualitas guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, kualitas 

kepala sekolah dalam memimpin dan mencip-

takan kultur sekolah yang kondusif, kualitas staf 

administrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya 

dengan baik, benar-tertib dan cepat, dan kualitas 

siswa dalam arti memiliki motivasi belajar yang 

tinggi, serta kualitas dukungan lingkungan 

khususnya dari orang tua siswa. 
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Krisis moneter menyebabkan pendapatan 

riil yang diterima guru semakin kecil di-

karenakan dengan menerima pendapatan yang 

tetap sama harus digunakan untuk membeli 

kebutuhan dengan harga yang sudah naik. 

Menyusutnya pendapatan riil guru tersebut, akan 

berpengaruh terhadap proses belajar mengajar 

yang mereka laksanakan. Kebutuhan yang 

diperoleh dengan menggunakan pendapatan guru 

jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelum 

terjadinya krisis moneter. Meskipun menatap 

masa depan dengan sikap yang optimis sekali-

pun, amat naif kalau menyatakan bahwa penu-

runan pendapatan riil guru tersebut tidak ber-

pengaruh terhadap proses belajar mengajar yang 

mereka laksanakan. 

Kehidupan ekonomi guru sekarang ini 

termasuk dalam kelompok “marginal” atau pas-

pasan. Itu pun sebagian besar guru harus ber-

sedia kerja ekstra, mengajar tidak hanya di satu 

sekolah. Semakin mahalnya harga-harga barang 

kebutuhan sehari-hari merupakan tambahan 

persoalan yang harus dihadapi guru. Tidak pelak 

lagi, semangat kerja guru dapat merosot dan 

konsentrasi mereka mengajar akan terganggu 

karena persoalan hidup sehari-hari tersebut. 

Kalau dalam kondisi normal saja, kualitas guru 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

masih perlu untuk ditingkatkan, apalagi dalam 

kondisi krisis moneter dewasa ini. Oleh karena 

itu, merosotnya semangat kerja dan konsentrasi 

kerja guru, merupakan ancaman langsung 

terhadap mutu pendidikan. 

Dalam keadaan ini yang diperlukan adalah 

tetap meneruskan atau kalau perlu meningkatkan 

berbagai pelatihan bagi guru, termasuk mening-

katkan kegiatan MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran). Kalau dimungkinkan pelatihan-

pelatihan tersebut di samping akan meningkatkan 

kemampuan profesional guru juga dapat mem-

berikan tambahan pendapatan bagi guru. 

Hal yang sama terjadi juga pada kepala 

sekolah sebab pendapatan riilnya juga menurun. 

Beban kepala sekolah bertambah berat karena 

harus menghadapi para guru dan staf adminis-

trasi yang semangat kerjanya merosot. Semen-

tara itu, biaya opersional sekolah juga meningkat 

tajam yang tidak tertanggung oleh sekolah. 

Akibatnya, kepala sekolah harus menghemat 

penggunaan alat-alat kantor yang bersifat “pakai 

habis” seperti kertas, kapur, dan sebagainya. 

Semangat kerja pegawai administrasi ti-

dak jauh berbeda dengan apa yang dialami guru. 

Krisis moneter menyebabkan pendapatan riil 

mereka menurun. Hal ini harus ditambah lagi 

dengan beban kerja yang semakin berat akibat 

kebijakan penghematan dalam mempergunakan 

bahan-bahan pakai-habis. 

Untuk menghadapi suasana lesu sekolah 

tersebut, pemerintah perlu memberikan bantuan 

darurat untuk kepentingan operasional sekolah. 

Bantuan tersebut sebaiknya diarahkan ke seko-

lah-sekolah yang sebagian besar siswanya 

berasal dari keluarga kurang mampu yang pada 

umumnya berlokasi di daerah pinggiran atau 

pedesaan. Sedangkan untuk sekolah-sekolah 

yang sebagian besar siswanya berasal dari 

keluarga mampu, diharapkan bisa mendaya-

gunakan kemampuan BP3. 

Kualitas sekolah juga sangat ditentukan 

seberapa tinggi motivasi siswa untuk belajar dan 

bersedia belajar keras dengan penuh konsentrasi. 

Terutama siswa yang datang dari kelompok 1 

dan kelompok 3 (seperti yang terlihat dalam 

gambar 1 terdahulu), dampak krisis moneter ini 

akan sangat berpengaruh. Penurunan atau 

bahkan hilangnya pendapatan orang tua karena 

PHK pasti akan berpengaruh terhadap suasana 

belajar anak dalam bentuk menurunnya se-

mangat, motivasi dan konsentrasi belajarnya. 

Re-Orientasi Kebijaksanaan Program 
dan Proyek 

Krisis ekonomi dan moneter mengharus-

kan pengkajian ulang atau re-orientasi kebijak-

sanaan dan pembiayaan pendidikan, karena 

program dan pembiayaan lama disusun ber-

dasarkan keadaan sebelum krisis. Pelak-sanaan 

harus secara sadar berpihak kepada lapisan 



No. 4/XVII/1998  Boediono, Dampak Krisis 

Mimbar Pendidikan 
13 

masyarakat miskin. Upaya tersebut mencakup 

siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa dan 

masyarakat. 

A. Siswa. 

Sasaran beasiswa harus ditingkatkan dan 

diperluas. Peningkatan berarti nilai beasiswa 

diperbesar. Beasiswa ini ditujukan bagi mereka 

yang putus sekolah dan mereka yang akan 

melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. Beasiswa yang ditujukan kepada kelom-

pok masyarakat 1 (kemampuan ekonomi rendah 

dan aspirasi pendidikan rendah) perlu dipertim-

bangkan beasiswa tersebut juga mencakup 

tambahan biaya hidup. Perluasan berarti sasaran 

semakin diperluas dan pemilihan penerima 

beasiswa tepat, yakni mereka yang memiliki 

aspirasi tinggi untuk sekolah akan tetapi kondisi 

ekonomi keluarga tidak mendukung. Pengem-

bangan beasiswa ini sangat mendesak, untuk itu 

perlu dukungan  birokrasi, yang memungkinkan 

mendapatkan kemudahan-kemudahan di bidang 

administrasi keuangan. Perlu dicatat bahwa 

pemberian beasiswa ini bersifat fat multi years. 

Misalnya bagi siswa kelas I SD mungkin me-

merlukan beasiswa berkelanjutan enam tahun, 

dan bagi siswa kelas I SLTP mungkin memerlu-

kan tiga tahun. 

Pembebasan pembayaran (waiver)  yang 

seharusnya dibayar siswa secara bulanan, catur 

wulan maupun tahunan dapat diberikan dalam 

jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua 

tahun terutama dalam tahun-tahun keadaan 

ekonomi sulit. Pembebasan biaya sekolah ini 

bisa juga diberikan secara multiyears seperti 

beasiswa. Perlu dicatat, daerah yang memerlu-

kan pembebasan biaya sekolah ini tidak selalu di 

daerah terpencil, karena mereka yang memerlu-

kan pembebasan biaya ini dialami oleh orang tua 

murid yang dirumahkan dan putus kerja. 

B. Guru 

Program-program peningkatan mutu guru 

melalui pelatihan perlu ditingkatkan sehingga 

guru mampu mengelola kelas dengan baik, 

meskipun kondisi siswa kurang memadai. 

Kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran) yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan guru diperkaya dengan pemberian 

insentif tranport dan sebagainya yang dapat 

meringankan bukan hanya pekerjaan tetapi juga 

kehidupan guru. Sasaran guru dapat diprioritas-

kan bagi mereka yang mengajar di sekolah-

sekolah di pinggiran yang pada umumnya kuali-

tas sekolah belum begitu baik yang termasuk ke 

dalam kelompok masyarakat 1 (kemampuan 

ekonomi rendah dan aspirasi pendidikan rendah) 

dan 2 (kemampuan ekonomi rendah dengan 

aspirasi pendidikan tinggi).  

C. Kepala Sekolah 

Kualitas manajemen sekolah harus diting-

katkan. Sasaran pada komponen ini adalah 

mengembangkan sekolah menjadi suatu unit 

mandiri yang bercorak sistem organik bukannya 

bercorak sistem mekanik. Pada sistem mekanik 

kerusakan pada satu alat dapat segera diganti 

dengan alat lain dan sistem akan berfungsi 

kembali. Tetapi tidak demikian pada sistem 

organik. Kalau sekolah tidak berfungsi dengan 

baik tidak hanya dapat diperbaiki dengan 

mengganti onderdil yang tidak baik, misalnya 

guru dilatih agar kualitasnya semakin tinggi. 

Melainkan perbaikan fungsi sekolah harus 

didukung oleh semua orang yang ada pada 

sekolah. Inti dari sistem organik adalah semua 

komponen sekolah, mulai dari kepala sampai 

siswa, dan bahkan orang tua siswa harus terlibat 

dan merasa bertanggung jawab untuk terlak-

sananya program pendidikan di sekolah. Dengan 

manajemen sekolah yang baik ini diharapkan 

suasana kekeluargaan di mana warga sekolah 

memiliki solidaritas yang tinggi. 

Pemberian dana dapat dialokasikan 

kepada kepala sekolah untuk mengatasi berbagai 

pengeluaran pengelolaan sekolah dan proses 

belajar mengajar. Dengan demikian kegiatan 

operasional dan kegiatan pemeliharaan  
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(maintenance) sekolah tidak mengganggu proses 

belajar mengajar. Dana ini dapat dialokasikan 

kepada sekolah dalam bentuk hibah selama krisis 

ekonomi dan moneter berlangsung. Alokasi dana 

semacam ini akan memperlancar penyesuaian 

perhitungan biaya sekolah selama masa transisi 

sampai tercapai keseimbangan biaya sekolah 

yang baru. 

D. Orang tua Murid. 

Bertambahnya orang tua murid dengan 

penghasilan yang semakin rendah dan bahkan 

tidak berpenghasilan sama sekali akan semakin 

jelas sebagai akibat dan pengurangan PHK 

dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter. 

Oleh sebab itu, pembangunan sekolah atau ruang 

kelas baru serta berbagai kegiatan rehabilitasi 

gedung sekolah baik di kota maupun desa akan 

membuka lapangan kerja  bagi para penganggur 

tersebut. Kegiatan yang bersifat employment 

generating ini akan meningkatkan daya beli 

terhadap pendidikan sehingga memungkinkan 

orang tua murid menyekolahkan anaknya. 

E. Masyarakat 

Peran BP-3 untuk menunjang kegiatan 

sekolah harus ditingkatkan harus ditingkatkan 

sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. 

Dalam kelompok masyarakat 1 (kemampuan 

ekonomi rendah dan aspirasi pendidikan rendah) 

dan kelompok masyarakat 2 (kemampuan 

ekonomi rendah dan aspirasi pendidikan tinggi) 

BP3 tidak dapat diharapkan memberikan ban-

tuan finansiil untuk dapat meringankan kegiatan 

sekolah. Peranan sebaliknya akan terjadi dalam 

kelompok masyarakat 3 dan 4. 

Pemenuhan gizi bagi anak sekolah menjadi 

permasalahan yang menonjol. Meskipun sebelum 

terjadi krisis ekonomi dan moneter kecukupan 

gizi anak sekolah sudah menjadi permasalahan, 

sesudah terjadi krisis ekonomi dan moneter ini 

permasalahan gizi bagi anak sekolah ini akan 

semakin menonjol. 

Pekerja anak (child labour) akan menjadi 

permasalahan yang menonjol pula. Bertambah-

nya jumlah orang tua dengan penghasilan yang 

semakin rendah dan bahkan tidak berpenghasilan 

sama sekali, dapat menyudutkan mereka menyu-

ruh anak untuk menambah penghasilan mereka. 

Pekerja anak akan menjadi permasalahan yang 

perlu mendapat perhatian terutama karena 

bertambahnya lapisan masyarakat kelompok 1 

(kemampuan ekonomi rendah dan aspirasi pen-

didikan rendah). 

Re-Orientasi Pengelolaan Sekolah 

Sebagai dampak krisis moneter dan 

ekonomi pendidikan mengalami suatu keadaan 

kelambatan atau age of slowdown di mana 

terdapat kecenderungan penurunan APK, angka 

melanjutkan sekolah dan meningkatnya putus 

sekolah. 

Dalam kondisi ini maka kepala sekolah, 

guru dan pegawai administrasi tidak dapat 

mengelola sekolah menggunakan cara lama atau 

business as usual. Berbagai metode pengelolaan 

sekolah yang lama tidak dapat dipergunakan 

seperti biasa atau dilipatgandakan penggunaan-

nya untuk mengatasi pengelolaan sekolah akibat 

krisis. Esensi permasalahan pengelolaan sekolah 

bertambah pelik dan dalam beberapa hal bahkan 

bersifat baru berhubung terjadinya krisis 

ekonomi 1997 ini. Berbagai inisiatif baru untuk 

mengelola sekolah harus dirintis dan dilak-

sanakan. Beberapa langkah konkrit yang dapat 

dikerjakan kepala sekolah guru dan pegawai 

administrasi adalah sebagai berikut : 

Kepala Sekolah. 

 Di samping mengerjakan tugas rutin, 

kepala sekolah dapat mengambil tindakan : 

1.  Melakukan realokasi dan penggunaan sum-

ber-sumber yang ada secara lebih efisien. 

2.  Mempererat kerjasama dengan orang tua 

siswa. 

3.  Mengembangkan dan meningkatkan ker-

jasama  (partnership) dengan lembaga-lem-
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baga yang ada di lingkungan sekolah, teru-

tama lembaga pendidikan. 
4.  Memandang sekolah bukan sebagai suatu 

sistem mekanik yang bersifat in human 
melainkan sebagai suatu sistem organik atau 
sistem nausiawi di mana hubungan kekera-
batan antara individu yang terlibat meru-
pakan kunci berfungsinya sistem. 

5.  Dalam suatu sistem organik peran leader 
lebih penting dari pada peran manajer, 
dengan ciri antara lain : 
a.  Lebih banyak mengarahkan daripada 

mendorong atau memaksa. 
b.  Lebih bersandar pada kerjasama dalam 

menjalankan tugas dibandingkan ber-
sandar pada kekuasaan atau SK. 

c.  Senantiasa menanamkan kepercayaan 
pada diri guru dan stap administrasi 
bukannya rasa takut. 

d.  Senantiasa menunjukkan bagaimana 
cara melakukan sesuatu daripada 
menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu. 

e.  Senantiasa mengembangkan suasana 
antusias bukannya mengembangkan 
suasana yang menjemukan. 

f.  Senantiasa memperbaiki kesalahan 
yang ada daripada menyalahkan  se-
seorang 

g.  Bekerja dengan penuh kesungguhan bu-
kannya ogah-ogahan karena serba 
kekurangan. 

6.  Menyusun program kegiatan yang jelas dan 
mudah difahami baik oleh guru, pegawai 
administrasi, siswa dan orang tua siswa. 

7.  Mengembangkan kultur sekolah yang penuh 
dengan suasana kebersamaan dan 
kekeluargaan. 

8.  Mengelola sekolah sebagai unit mandiri yang 
tidak mencari laba. 

Guru. 

1.  Melaksanakan PBM lebih efisien 

2.  Melaksanakan kualitas PBM dengan lebih 

memanfaatkan fasilitas dan perlengkapan 

yang ada 

3.  Menciptakan alat-alat bantu belajar secara 

lebih kreatif 

4.  Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar secara lebih kreatif. 

5.  Mampu mengembangkan kultur sekolah 

yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan. 

6.  Mendorong siswa kerja keras tetapi tidak 

menjadikan mereka lebih tertekan. 

7.  Meningkatkan fungsi sebagai “orang tua” 

yang penuh perhatian pada siswa. 

8.  Membuat suasana kelas lebih rileks dan 

santai tetapi tetap kerja keras. 

9.  Memperbanyak perilaku yang dapat dijadi-

kan contoh. 

10.  Jangan sekali-kali menakuti atau membikin 

malu siswa, sebab potensi siswa untuk 

melawan sangat tinggi. 

Pegawai Administrasi 

1.  Harus lebih efisien dalam memanfaatkan 

sumber dan fasilitas yang ada. 

2.  Bersifat lebih fleksibel dalam berhubungan 

dengan siswa terutama yang berkaitan 

dengan keuangan. 

Penutup 

 Krisis ekonomi dan moneter 

mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

turun. Rendahnya pendapatan masyarakat ini 

menyebabkan daya beli masyarakat terhadap 

barang dan jasa menjadi menurun; termasuk 

daya beli terhadap jasa pelayanan pendidikan. Di 

pihak lain, krisis ekonomi dan moneter 

mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, 

termasuk biaya operasional dan pemeliharaan 

pendidikan. 

 Pengalaman masa lalu menunjukkan 

bahwa  jumlah siswa SLTP + MTs dan SLTA + 

MA berkurang akibat tingkah upah turun seta-

hun sebelumnya. Jumlah siswa SLTP + MTs 

dan SLTA + MA meningkat lagi setelah tingkat 

upah naik dua tahun sebelum kenaikan jumlah 

siswa tersebut. Tetapi krisis ekonomi dan 

moneter ini ternyata telah menekan upah lebih 

parah lagi sehingga APK SLTA + MA dan 

SLTP + MTs diperkirakan akan setinggi yang 
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telah dicapai pada tahun 1997/98., apabila tidak 

dilaksanakan kebijaksanaan intervensi  yang 

teapat di masa depan. 

 Dampak krisis ekonomi dan moneter 

akan sangat diderita oleh lapisan masyarakat 

yang paling miskin dan yang berpendapatan pas-

pasan (marginal). Dua lapisan masyarakat ini 

akan bertambah , sehingga kemamuan mereka 

untuk menyekolahkan anaknya akan menurun. 

Biaya pendidikan yang meningkat menyebabkan 

nilai riil alokasi anggran semakin menurun. 

Merosotnya nilai rupiah tidak menyebabkan nilai 

US dollar pinjaman dan hibah luar negeri akan 

meningkat, karena kenaikannya dinetralisir oleh 

tingginya biaya pendidikan. Harga keseimbangan 

baru akan terbentuk, dan berbagai upaya harus 

dilakukan untuk mengadakan penyesuaian dalam 

masa transisi. 

 Reorientasi kebijaksanaan harus dilaku-

kan secara serentak sehingga bukan hanya siswa 

yang harus ditolong, namun juga guru dan 

kepala sekolah. Di pihak lain, orang tua murid 

dan masyarakat harus diberdayakan. 

 Reorientasi harus juga dilaksanakan 

dalam pengelolaan sekolah dan proses belajar 

mengajar di kelas. Guru, kepala sekolah dan 

pegawai administrasi tidak dapat hanya men-

jalankan tugas rutin secara lebih giat. Beberapa 

langkah dan inisiatif baru yang konkrit harus 

dikerjakan kepala sekolah, guru dan pegawai 

administrasi agar kegiatan pengelolaan sekolah 

dan kegiatan PBM  dapat berjalan mengatasi 

krisis ekonomi dan moneter. 

 Krisis moneter dan ekonomi telah 

menyebabkan keseimbangan lama menjadi 

goyah. Sedangkan keseimbangan baru belum 

dapat ditemukan dengan pasti. Dalam keadaan 

ini transisi menuju ke arah keseimbangan baru 

itu yang menjadi masalah utama.  Hanya dengan 

keberhasilan mengatasi permasalahan dalam 

masa transisi sekarang ini maka keseimbangan 

baru itu dapat dciptakan bentuknya.  
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